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PENETAPAN

Nomor 1283/Pdt.P/2014/PA.GM

EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan 

Nikah yang diajukan oleh: 

H. HAFAZAH MAKRIP bin H. MAKRIP, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan 

guru, tempat tinggal di Dusun Kekait Thaebah Desa Kekait Kecamatan 

Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut “Pemohon I”;

Dan

MUNIHE binti H. AFIPPUDIN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, 

tempat tinggal di Dusun Kekait Thaebah Desa Kekait Kecamatan Gunung 

sari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut ““Pemohon II”;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara 

dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 

September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang. 

dengan Register Nomor : 1283/Pdt.P/2014/PA.GM, pada pokoknya mengaku dan 

menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut 

ketentuan syariat Islam pada tanggal 07 September 1986 di Dusun Kekait Thaebah, 

Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah 

penghulu dusun bernama H. ZAINI, dan saksi nikah masing-masing bernama AHMAD 

bin MAHDIM dan H. RUSLAN bin H. ABD. HAKIM dengan mas kawin uang sebesar 

Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) tunai, sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum 

pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I jejaka, dan 

Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan susuan antara 

Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk 
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melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan 

Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan 

hukum dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I 

dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap 

akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkan 

alat bukti surat berupa: 

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, telah diperiksa dan 

bermaterai cukup, (P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, telah diperiksa dan 

bermaterai cukup, (P.2);

3. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I,telah diperiksa sesuai aslinya dan 

bermaterai cukup, (P.3);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang 

saksi bernama H. HUSNA Bin AMAQ BUDIAH, umur 65 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kekait Taebah, Desa Kekait, Kecamatan 

Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan MAULUDIN Bin RUSDI, umur 44 tahun, 

agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kekait I, Desa Kekait, 

Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang di bawah sumpahnya masing-

masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung 

dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir pada saat 

pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap tinggal 

sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, telah dikaruniai 3 orang anak, dan 

selama mengenal Para Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang 

keberatan terhadap Para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), dan (P.3), serta keterangan 

2 (dua) saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, 

maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada 
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pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada 

tanggal 07 September 1986 sesuai tata cara agama Islam di Dusun Kekait Thaebah, 

Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah 

ayah kandung Pemohon II yang bernama penghulu dusun bernama H. ZAINI, dan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama AHMAD bin MAHDIM dan H. 

RUSLAN bin H. ABD. HAKIM, dengan mahar uang sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu 

rupiah) tunai, dan Para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum 

pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim 

berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang 

sah yang telah menikah menurut syari’at Islam di Dusun Kekait Thaebah, Desa Kekait, 

Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 07 September 1986, 

maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. 

Pasal 4 dan 7 angka (3) huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan 

kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan 

permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I 

dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab I’anatuth 

Thalibin, halaman 460 sebagai berikut:

�وفي �الدعوى بنكاح على� � امرأة � ذكر � صحته � وشروطه � �من �نحو ولي �وشاهدين�
عدول

Artinya : “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat 

menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya, sepertiadanya wali dan dua 

orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, 

maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;
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Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-

dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (H. HAFAZAH MAKRIP bin H. 

MAKRIP) dengan Pemohon II (MUNIHE binti H. AFIPPUDIN) yang dilaksanakan 

pada tanggal 07 September 1986 di Dusun Kekait Thaebah, Desa Kekait, 

Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

3 Membebankan  kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara 

sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 M., 

bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1435 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan 

Agama  Giri Menang  dengan  susunan   H. M. TAUFIQ, HM., SH., sebagai Ketua 

Majelis, MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag, dan RAUFFIP DAENG 

MAMALA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu 

juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh 

ABDUL MISRAN, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para 

Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

H. M. TAUFIQ, HM., SH.

Hakim  Anggota,

Ttd

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag.M.Ag.

Hakim  Anggota,

Ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Panitera Pengganti,
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Ttd

ABDUL MISRAN, S.HI.

Perician biaya perkara : 

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

2. Biaya proses Rp. 60.000,-
3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan Rp. 160.000,-
5. Biaya materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 261.000,-

========  (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)  ========
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